
 
 
 
 
 
 

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH 
 

NOMOR    20  TAHUN  2003  
 

TENTANG 
 

PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN 
AIR LINTAS KABUPATEN/KOTA DI PROPINSI JAWA TENGAH 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
GUBERNUR JAWA TENGAH 

 
Menimbang : a. a. bahwa dalam rangka menjaga ketersediaan air 

pada sumber air dan untuk menanggulangi 
pencemaran air di Propinsi Jawa Tengah, perlu 
pengaturan, pengelolaan kualitas air dan 
pengendalian pencemaran air;   
 

  b. b. bahwa berhubung dengan itu dan sesuai 
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 
tentang Pengelolaan Kualitas Air dan 
Pengendalian Pencemaran Air, maka dipandang 
perlu menetapkan Pengelolaan Kualitas Air Dan 
Pengendalian Pencemaran Air Lintas Kabupaten / 
Kota Di Propinsi Jawa Tengah dengan Peraturan 
Daerah.  
 

Mengingat : 1. 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Propinsi Jawa Tengah; 

    
  2. 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ( Lembaran 
Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 2043 ); 
 

  3. 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang 
Ketentuan–ketentuan Pokok Pertambangan 
(Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831); 
 

  4. 4. Undang–undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang 
Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 
65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046) ; 
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  5. 5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 
1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3209); 

 
  6. 6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang 

Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3274); 
 

  7. 7. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang 
Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 
46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299); 
 

  8. 8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang 
Konservasi Sumber Alam Hayati Dan 
Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3419 ) ; 
 

  9. 9. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang 
Kepariwisataan  (Lembaran Negara Tahun 1990  
Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3274) ; 
 

  10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang 
Kesehatan ( Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 
100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427 ); 
 

  11. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 
Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3501); 
 

  12. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang 
Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 
1994  Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3568); 
 

  13. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang 
Pengelolaan  Lingkungan Hidup (Lembaran 
Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3639); 
 

  14. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 
1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3839); 
 
 
 
 
 

http://www.bphn.go.id/

http://www.bphn.go.id/data/documents/81uu008.doc
http://www.bphn.go.id/data/documents/84uu005.doc
http://www.bphn.go.id/data/documents/85uu009.doc
http://www.bphn.go.id/data/documents/90uu005.doc
http://www.bphn.go.id/data/documents/90uu009.doc
http://www.bphn.go.id/data/documents/92uu023.doc
http://www.bphn.go.id/data/documents/92uu024.doc
http://www.bphn.go.id/data/documents/94uu012.doc
http://www.bphn.go.id/data/documents/97uu023.doc
http://www.bphn.go.id/data/documents/99uu022.doc


 3 

  15. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 
167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888); 
 

   16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 
tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara  
Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor  3225); 
 

  17. Peraturan Pemerintah Nomor  35 Tahun 1991 
tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3445); 
 

  18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 
tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 18, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 
 

  19. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 1999 
tentang Perusahaan Umum ( PERUM ) Jasa Tirta I 
(Lembaran  Negara Tahun 1999 Nomor 202) ; 
 

  20. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 
tentang Kewenangan Pemerintah Dan 
Kewenangan  Propinsi  Sebagai  Daerah  Otonom 
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ; 
 

  21. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 
tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 2001 
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4156); 
 

  22. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 
tentang Pengelolaan Kualitas Air dan 
Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara 
Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4161); 
 

  23. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa 
Tengah Nomor 1 Tahun 1990 tentang Pengelolaan 
Lingkungan Hidup Di Propinsi Daerah Tingkat  I 
Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah 
Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1990 Nomor 9 Seri 
D Nomor 9) ; 
  

  24. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 6 
Tahun 2002 tentang Pengambilan Air Bawah 
Tanah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah 
Tahun 2002 Nomor 70) ; 
 
 

http://www.bphn.go.id/

http://www.bphn.go.id/data/documents/99uu041.doc
http://www.bphn.go.id/data/documents/82pp022.doc
http://www.bphn.go.id/data/documents/91pp035.doc
http://www.bphn.go.id/data/documents/99pp027.doc
http://www.bphn.go.id/data/documents/99pp093.doc
http://www.bphn.go.id/data/documents/00pp025.doc
http://www.bphn.go.id/data/documents/01pp077.doc
http://www.bphn.go.id/data/documents/01pp082.doc


 4 

  25. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 8 
Tahun 2002 tentang Pengambilan Dan 
Pemanfaatan Air Permukaan (Lembaran Daerah 
Propinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 72). 
 

 
Dengan  persetujuan 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI  

JAWA TENGAH 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH 
TENTANG PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN 
PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR LINTAS 
KABUPATEN / KOTA DI PROPINSI JAWA TENGAH 

 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
 

1. Daerah adalah Propinsi Jawa Tengah ; 
 

2. Kabupaten / Kota adalah Kabupaten / Kota di Propinsi Jawa Tengah ; 
 

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah 
Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ; 

 

4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah menurut azas Desentralisasi ; 

  
5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah ; 
 

6. Bupati / Walikota adalah Bupati / Walikota di Propinsi Jawa Tengah ; 
 

7. Dinas/Instansi terkait adalah Dinas/Instansi Propinsi Jawa Tengah 
yang bertanggung jawab di bidang sumber daya air atau instansi 
yang  berwenang dalam pembinaan usaha / kegiatan sebagai 
sumber  pencemaran air ; 

 

8. Air adalah semua air yang terdapat diatas dan dibawah permukaan 
tanah kecuali  air laut dan air fosil; 

 

9. Sumber Air adalah wadah air yang terdapat diatas dan dibawah 
permukaan tanah  termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, 
sungai, rawa, danau, situ, waduk, embung dan muara ; 
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10. Pengelolaan Kualitas Air adalah upaya pemeliharaan air sehingga 
tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk 
menjamin agar kualitas air tetap dalam kondisi alamiahnya ; 

 
11. Mutu Air adalah kondisi kualitas air yang diukur, dan atau diuji 

berdasarkan parameter-parameter dan metoda tertentu sesuai 
peraturan perundang-undangan yang berlaku ; 

 
12. Status Mutu Air adalah tingkat kondisi mutu air yang menunjukkan 

kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam waktu 
tertentu dengan membandingkan dengan baku mutu air yang 
ditetapkan ; 

 
13. Kriteria Mutu Air adalah tolok ukur mutu air untuk setiap kelas air ; 
  
14. Kelas Air adalah peringkat kualitas air yang dinilai masih layak untuk 

dimanfaatkan bagi peruntukan tertentu ; 
 
15. Baku Mutu Air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, 

energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur 
pencemar yang ditenggang keberadaannya didalam air ; 

 
16. Baku mutu Air Sasaran adalah mutu air yang direncanakan untuk 

dapat diwujudkan dalam jangka waktu tertentu melalui 
penyelenggaraan program kerja dalam rangka pengendalian, 
pencemaran air dan pemulihan kualitas air. 

 
17. Pencemaran Air adalah masuknya atau dimasukannya makhluk 

hidup, zat, energi dan  atau  komponen lain kedalam air oleh kegiatan 
manusia sehingga kualitas air turun sampai ketingkat tertentu yang 
menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan 
peruntukannya ; 

 
18. Sumber Pencemar adalah setiap usaha / kegiatan yang membuang 

dan memasukan makhluk hidup, zat, energi dan komponen lain 
dalam ukuran batas atau kadar tertentu ke dalam sumber air ; 

 
19. Pengendalian Pencemaran Air adalah upaya pencegahan dan 

penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk 
menjamin kualitas air agar sesuai dengan Baku Mutu Air ; 

 
20. Beban Pencemaran  Air adalah jumlah suatu unsur pencemar yang 

terkandung dalam air atau air limbah ; 
 
21. Daya Tampung Beban Pencemaran adalah kemampuan air pada 

suatu sumber air untuk menerima masukan beban pencemaran 
tanpa mengakibatkan air tersebut menjadi cemar ; 

 
22. Air Limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan yang 

berwujud cair ; 
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